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program studi dan keahlian dalam kerangka otonomi perguruan tinggi. (Sumber :
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014).

Standar Pendidikan Nasional untuk jalur pendidikan nonformal hanya mengatur
hal-hal pokok dengan maksud memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan
pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki karakteristik tidak terstruktur
untuk  mengembangkan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Penyelenggaraan pendidikan jalur mformal yang sepenuhnya menjadi kewenangan
keluarga dan masyarakat didorong dan dilerikan keleluasaan dalam mengembangkan
program pendidikannya sesuai dengag luarga dan masyarakat. Oleh karena
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berpengalaman, tingkat ekonomi yang CUKUpP mapan, mempunyai kedudukan pada suatu
organisasi; (2) orang tua/wali murid yang mempunyai status sosial tertentu seperti dari
pejabat, tokoh masyarakat, pengusaha kurang memberikan respon yang positif terhadap
kemajuan pendidikan. Belum terlaksananya MBS melalui komite sekolah dalam
pengelolaan sekolah juga terlihat dari beberapa indikator yang terjadi di SMKN yang
terdapat di Kabupaten Sintang, antara laian yaitu terdapat kecenderungan bahwa
manajemen sekolah adalah wewenang mutlak kepala sekolah, sehingga tidak seorangpun
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boleh memberikan usulan ataupun mengintervensi, sebagai bahan masukan untuk
kemajuan pendidikan. Dampak dari masih lemahnya penerapan MBS di seluruh SMK
Kabupaten Sintang terlihat dari output sekolah yaitu kualitas para lulusan. Lulusan SMK
yang lebih banyak disiapkan untuk memasuki dunia kerja masih belum memenuhi
kualifikasi, kompetensi dan skill yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri di
Kabupaten Sintang. Berdasarkan realita permasalahan yang dikemukakan, penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan Judul “Implementasi Pengembangan Manajemen
Berbasis Sekolah di SMKN 1 Kabupaten Siaia
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Grindle dalam bukunya yang berjuaul Politics and policy implementation in the
third word (1980), mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan
tergantung pada content(isi) dan contextnya, dan tingkat keberhasilannya tergantung pada
kondisi komponen variabel sumberdaya implementasi yang diperlukan. komponen ini
menyebabkan program nasional menghasilkan variasi outputs dan outcomes yang berbeda
di daerah. Komponen itu adalah : a) contents of policy messages, b) ketersediaan dana
dan sumber lain untuk melaksanakan kebijakan, c) adanya sanksi, d) tingkat kesukaran
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masalah kebijakan, e) kredibilitas pesan kebijakan, f) kejelasan pesan kebijakan, g)

konsistensi kebijakan, h) frekuensi pengulangan kebijakan, i) penerimaan pesan, j) bentuk

kebijakan, k) efficacy of the policy, 1) partisipasi masyarakat, dan m) tipe kebijakan.
Selain itu Grindle juga mengatakan bahwa implementasi program ditentukan oleh

konten (isi) program/policy dan konteks implementasinya, sebagai berikut :

a. content of policy (isi kebiakan)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan
implementasi. Kebijakan kontroyagsial, kebuakan kebijakan yang dipandang
tidak populis, kebijakan e perubahan besar, biasanya akan
mendapatkan perlawal sasaran bahkan mungkin dari
implementornya seg ian melaksanakan kebijakan
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kepercayaan, '8 'l-m-mumru--mﬁ"""——‘:»’ ereka capai. Dalam
mengimplentasikan suatu kebIjakan terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana
untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya,
sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya. Konteks
implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle
adalah sebagai berikut :

1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
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Strategi, sumber dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat
keberhasilan kebijakan yang implementasikannya. Apabila suatu kekuatan
politik merasa berkepentingan atas suatu program, maka mereka akan
menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam
implementasi sehingga mereka dapat menikmati outputnya.
2) Karakteristik lembaga atau penguasa
Implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang
kepentingan-kepentingannya digengaruhi. Strategi penyelesaian konflik
mengenai “Siapa mendgg [ gapat menjadi petunjuk tak langsung
i ciri- ciri pg Ry menjadi implementornya.
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Asumsi dasar yang mendasari implementasi MBS yaitu sekolah dipandang
sebagai suatu lembaga layanan jasa pendidikan, dimana Kepala Sekolah adalah manejer
pendidikan dan harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan mutu hasil belajar
yang berorientasi kepada pemakai, baik internal (siswa), maupun eksternal (masyarakat),
pemerintah maupun lembaga industri dan dunia kerja. Sehubungan dengan itu, MBS
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menekankan keterlibatan tinggi seperti yang sering dilakukan oleh sekolah swasta,
dimana ketergantungan langsung sekolah terhadap pemerintah sangat rendah. Sekolah-
sekolah swasta lebih berorientasi kepada kemampuan yang menungkinkan keterlibatan
orang tua/masyarakat secara bermakna dalam meleksanakan kegiatannya dan
mempertaruhkan kinerjanya sendiri.

MBS dipandang sebagai unti manajemen yang utuh dan memerlukan perlakuan
(treatment) khusus dalam upaya pengembangannya. Perlakuan atau treatment khusus itu
akan berada untuk setiap sekolah (Fattah2000:39). Pernyataan tersebut merupakan hal
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Oleh karena itu, setiap kegiatan yang N alla sanakan oleh sekolah, yang berhubungan
dengan peningkatan mutu sekolah hendaklah melibatkan masyarakat dalam proses
perencanaanya terutama dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat
dalam proses perencanaan (proses pengambilan keputusan) program kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh sekolah, akan menentukan tingkat partisipasinya dalam pelaksanaan
program tersebut. Pengambilan keputusan partisipatif dalam pelaksanaan MBS,
merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh pimpinan sekolah. Pengambilan
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keputusan partisipatif itu adalah cara untuk menganbil keputusan melalui penciptaan
lingkungan yang terbuka dan demokratik, dimana warga sekolah (guru, siswa, karyawan,
orang tua siswa, tokoh masyarakat) di dorong untuk terlibat langsung dalam proses
pengambilan keputusan yang akan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan
sekolah. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan (berpartisipasi)
dalam pengambilan keputusan, maka yang bersangkutan akan ada rasa tanggungjawabnya
dan berdedikasi penuh untuk mencapai tujuan pembuat keputusan tersebut. Sesuai dengan
konsep pendidikan berbasis masyarakatamaka peran serta (partisipasi) masyarakat

senada dengan kebijakan seig#fandeRal yang dapat dipagd®gememiliki tingkat efektivitas
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siswa/murid; m) budaya konformitas dalam pengelolaan sekolah berkurang.

Adapun ciri-ciri sekolah yang menerapkan MBS menurut Asmani (2012:99-100)
antara lain adalah : 1) upaya meningkatkan peran serta Komite Sekolah, masyarakat,
DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) untuk menunjang Kinerja sekolah; 2) program
sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan proses belajar
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mengajar (kurikulum), bukan kepentingan adminsitrasi saja; 3) menerapkan prinsip
efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sekolah (anggaran, personil dan
fasilitas); 4) mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan
dan kondisi lingkungan sekolah walau berbeda dari pola umum atau kebiasaan; 5)
menjamin terpeliharanya sekolah yang bertanggungjawab kepada masyarakat; 6)
meningkatkan profesionalisme personil sekolah; 7) meningkatkan kemandirian sekolah di
segala bidang; 8) adanya keterlibatan semua unsur terkait dalam perencanaan program
sekolah (misalnya : Kepala Sekolah, Gurud€omite Sekolah, Tokoh Masyarakat dan lain-
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HASIL PENELITIAN

Berdasarkan temuan hasil penelitian terungkap bahwa, penerapan MBS melalui
keterlibatan Komite Sekolah, Masyarakat dan Dunia Usaha dan Dunia Industri di SMKN
1 Kabupaten Sintang belum terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan kondisi demikian
ddapat diungkapkan juga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi
program tersebut teori Grindle sebagai berikut :
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A. Variabel Isi Kebijakan
1. Kepentingan Kelompok Sasaran Atau Target Groups Termuat Dalam Isi
Kebijakan
Diketahui dari hasil wawancara bahwa, pihak SMKN 1 Sintang tidak dapat
memutuskan sendiri hal-hal penting menyangkut penyelenggaraan pendidikan di sekolah
dan harus melibatkan pihak Komite Sekolah. Setiap tahun diadakan pertemuan rutin
dengan orang tua murid dan pihak sekolah untuk membahas hal-hal yang perlu
mendapatkan persetujuan bersama, dalaga kesempatan itu juga Komite Sekolah

sqngat bermanfaat bagi pengergBgngd
jd dengan pihak luar dan tidal e

keputusan yang dapat m
Jidik. Implementasi
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ngan da%m engan pi uar terutama
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Sekolah cukup merng ak sekolah dalam penel Q00 I ini ditunjukkan

dalam bentuk dukurige : ---u-mr-mw Qg garrdan materi lain yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan, Komite sekolah sebagai wakil dari orang tua
memberikan kebijakan dalam penentuan pembiayaan pendidikan dan membantu sumber
pembiayaan alternative.
3. Perubahan Yang Diinginkan Dari Sebuah Kebijakan

Berdasarkan konsep tujuan MBS menunjukkan bahwa, kebijakan MBS memiliki
peran yang sangat vital dalam mengembangkan pendidikan di Kabupaten Sintang
khususnya di SMKN 1 Sintang. Diketahui bahwa, masih banyak kelemahan yang belum
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diantisipasi oleh pembuat kebijakan seperti kurangnya dukungan dari pihak internal dan
eksternal sehingga perubahan yang diinginkan oleh kebijakan tersebut terlalu besar dan
tidak bisa secara otomatis langsung diwujudkan terytama menyangkut sumber pendanaan.
Upaya untuk meningkatkan peran komite sekolah pada SMKN 1 Sintang dihadapkan
dengan kendala bahwa, SMK biaya operasionalnya lebih besar dari sekolah umum
sehingga dana yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai sekolah negeri selalu
tidak mencukupi kebutuhan sehingga sekolah masih memerlukan bantuan orang tua
siswa/murid. Kendalanya adalah siswa yangasebagian besar di sekolah negeri berasal dari
daerah-daerah tergolong kurang mags el sumbangan yang dikumpulkan dari
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didukung dengan im[1e CTATO M (2] 1y a2 1 (2] T P anto
membantu dalam melaksanakan peran dan tungsi sekolah di SMK N
6. Program Didukung Oleh Sumber Daya yang Memadai

Berdasarkan keterangan yang diperoleh menunjukkan bahwa Komite Sekolah
SMKN 1 Sintang belum menunjukkan kinerja yang maksimal karena dalam
kepengurusan komite sekolah tersebut tidak ada sosok yang sepenuhnya paham terhadap
tugas dan fungsi sebagai komite sekolah. Pemahaman terhadap tugas dan fungsi ini tidak
terlepas dari proses pembentukan komite sekolah yang kurang didasarkan atas adanya

ni tentu akan sangat
1 Sintang.
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niat dan kemauan dari orang-orang terpilih untuk melaksanakan tugas dan
tanggungjawab. Kecendrungan selama ini komite sekolah setelah terpilih hanya
melaksanakan tugas manakala diperlukan oleh pihak sekolah, selama tidak diperlukan
maka komite sekolah seolah-olah sebuah organisasi yang vakum. Selain sumber daya
manusia, Komite sekolah SMKN 1 Sintang belum didukung dengan sumber dana yang
memadai karena tidak ada dukungan bagi fasilitas, gaji/upah, sekretariat dan sumber
informasi. Kondisi ini tentu mengakibatkan pengurus komite sekolah tidak bisa berbuat
maksimal untuk melaksanakannya perannygaKondisi ini akan diperparah manakala setiap

pengurus tidak memiliki motivasi yape00] Oiga melaksanakan perannya.
B. Variabel Lingkungan Kebjg ia\

1. Kekuasaan Kepenj ;. Strategi Ya . Oleh Para Aktor Yang
Diperoleh ketg : r .
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hanya saja dalam hal ini terlihg
it multi tafsir. Berdasarkan
hngan kepada Komite Sekolah\a
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uh, hal ini juga akan menepis ke
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dalam o--

i SN pendidikangeBerkenaan dengan kebera
: itoge8kolah di
tugasnya, merek up demokr

sekolah, karena mé

murid. Hal yang sa . ; aakan bahwa, salah
satu peran dari Komite Sekolah adalan sebagal medlator, untuk itu pengurus Komite
Sekolah akan berusaha untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan sekolah agar
proses pendidikan di SMKNN 1 semakin berkualitas, oleh karena itu apapun keputusan
yang melibatkan Komite Sekolah akan dikomunikasikan dengan orang tua murid.
Berdasarkan keterangan ini menunjukkan bahwa, karakteristik Komite Sekolah sudah
menunjukkan sikap demokratis dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sekaligus
mencerminkan bahwa sikap demokratis yang dikembangkan telah memperluas peran
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serta masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap terselenggaranya pendidikan. Di
samping itu, agar masyarakat memiliki akses yang luas terhadap berbagai kebijakan
sekolah, sehingga berbagai gagasan masyarakat yang dapat menumbuhkembangkan
sistem manajemen persekolahan dapat ditampung sebagai bentuk partisipasi aktif
masyarakat pengguna pendidikan.
3. Tingkat Kepatuhan Dan Responsivitas Kelompok Sasaran

Responsivitas Komite Sekolah SMKN 1 Sintang terhadap peran dan

tanggungjawab yang dimilikinya menunjulékan sudah cukup baik, hal ini terlihat dari
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PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Implementasi menajemen berbasis sekolah (MBS) melalui keterlibatan Komite
Sekolah SMKN 1 Kabupaten Sintang belum terlaksana dengan maksimal.
Komite sekolah belum berperan aktif dalam upaya peningkatan mutu
kemandirian sekolah, pengembangan program sekolah, keterlibatan masyarakat
dalam perencanaan program sekolah.
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2. Belum maksimalnya peran Komite Sekolah dalam mengimplementasikan
kebijakan MBS di SMK N 1 Kabupaten Sintang disebabkan oleh beberapa faktor
yang ditinjau dari teori grindle mengenai variabel isi kebijakan MBS dan
lingkungan kebijakan. Dari kedua variabel tersebut, tidak semua menjadi
penghambat, adapun yang menjadi faktor pengham dan pendukung bagi Komite
Sekolah dalam melaksanakan MBS yaitu :

a. Perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, dimana upaya untuk
mewujudkan tujuan MBS tidale.mudah dilaksanakan. Hal ini dikarenakan

fasilitas, kantor, pend
berjalan dengan makyi

kfirangan yang ada tefsebut
ite sekolah, dan keordinasi dg

c. Program didukung oleh
MBS, pengurus Komite
baiknya pemahaman tentg
yang cukup yang diseb
sekolah. Selain sumber daya

Tan penl : ,
an ar| orangstla murid serta dunia us
N ONTIANAY

menmgkatkan klnerjanya. paya pembinaan dlmaksud dapat berupa rapat

koordinasi, ceramah, seminar, loka karya dan lain sebagainya. Pembinaan
tersebut dapat dilakukan atau difasilitasi oleh pihak-pihak atau instansi terkait,
seperti Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan Kabupaten Sintang.

2. Memperhatikan kurang berhasilnya Kinerja Komite Sekolah dari aspek SDM dan
fasilitas adalah menjadi tidak kalah penting untuk meninjau kembali personal

(SDM) yang duduk dalam Komite Sekolah dan melengkapi fasilitas yang

B. Saran

1. Perlu dila uk memperkuat
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dibutuhkan. Cukup beralasan untuk menata ulang atau melakukan reorganisasi
termasuk mengganti personal dengan personal yang lebih memiliki komitmen
dan kepedulian terhadap pendidikan. Komite Sekolah juga dapat dan harus
mengusahakan fasilitas pendukung guna dapat bergeraknya roda organisasi,
seperti prasarana fisik kantor, administrai keuangan, data dan dokumen.
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